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I. PENJLLASAN UMUM

Perubnhan Pertama Perituran Daerah Kabupaten Daerah Tinakat II
Lamon snn Nomor 2 fnhun 1979 tentanpg Susunan Orpanisasi Dan Toto
Kerja Selretariat Wilayah/Daerah dan Sekrotarint Devan Pervakile
an Rakytt Dnerih Kabuhaten Dnufnh Tinskat IT Tumon an Jan it
tonkan pada tanssal 6 Januari 1979, disahkan den on Surat Kepu =
tugan Gubernur Kepala Doernh Tingkat'I Java Timur ton o al O Juni
1979 Nomor HK.169/79 dan diundangkan dalam Lembapan Dacrah Kobue-
patel Dnerdh Tingskat IT Lamongan tahun 1979 Seri ¢ tangaal: E?SE@i
temb.r 1979 Nomor 2/C, adalah meruraken tiadnk lanjut dari I
truksi Menteri Dalam Nereri:Nomor 8 Tahun 1981 tentans Peninckat
an Pernnan Unit Humas Propiﬁsi Daerzh Tinzkaot T don Kotnmaéya/ﬁa
buraten Daerah Tingknt IT Juiicto Surat Kawat Menteri Dalam Ne epi
tannanl 4 September 1982 Nomor 061/6659/87 dnn Surat Baoron Gu -
bernur Kenaln Daernh Tinskat I Jawa Timur Tangsal 12 Nopember =
19€2 Nomor 061/21584/82 dan tangual 21 Maret 1984 Nomor 489/5501/
O14/1984,

Peninckatan Peranan Unit Humas dan Sub ﬁﬁgian Humte don Prow-
tokol menjndi “agion Humns adalah untuk menin katkan don meneton
kari hubunzan timbal balik QB Pemerintoh Doerah don Magyara-
kate

Hubun mn timbnl balik dimnksud adalih untul: nembepikan | re
asertian don kujelasan kevaan nasyarakat akan kebijoksminollekos
bijaksanaan Pomerintah Daerah di bidnar Pemerintahén don Ben

banpunan,

Dengan adanya penjertian diharankan timbulnya partisinosni -
magyarckat dnlam Pemban munan Dacrah. Disamping itu 2delah untuk
nendapatkan informasi drnri masyarakat tentan: pelaksannon pefle

ban unanl yung eilakeanakan oleh Pemerintah Daernhe
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PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IX
LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 6  TAHUN 1984
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 1979

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SE

KRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DE

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAB
RAH TINGKAT II LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : a, Bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksana
an pembangunan diperlukan peran serta seluruh lapisan
magyarakat, Untuk mencapai tujuan dimaksud perlu di
upayakan agar masyarakat lebih mengerti dan memahami ke
bijaksanaan dan hasil-hasil pembangunan yang dilaksang.
kan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah $

b, Bahwa sebagai sarana hubungan antara masyarakat dan Pe
merintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka peranan
Sub Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Wilayah/ Dae
rah Tingkat II perlu ditingkatkan dengan mengubah kedu
dukannya dari Sub Bagian Hubungan Masyarakat menjadi Ba
gian Hubungan Masyarakat agar lebih mampu untulk menye
bar luaskan kepada seluruh masyarakat akan hasil-hasil
pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pu
sat maupun Daerah ;

Ce Sebagai tindak lanjut dari pada Instrukei Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 tahun 1981 juncto Surat Kawat Menteri Da
lam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor 061/6859/ SJ
dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 12  Nopem
ber 1982 Nomor 061/21584/82 dan tanggal 21 Maret 1984
Nomor 489/5501/014/1984, maka dipandang perlu mengubah
dan atau menambah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamo - < :
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- nggn Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rak
yat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menuangkan
nya dalam suatu Peraturan Daerah,

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin
tahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38) ;

2, Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembenfukan Daerah.
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diun-
dangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 ten
tang Pokok-pokok Organisasi Departemen) ;

?

4. Keputusan Prediden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1974 ten
tang Susunan Organisasi Departemen j

5o Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 197¥ tentang
Pola Orgenisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:n3Q tshfin 1978 tentang
Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Tingkat II dan Sekre
tariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;

7 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 tentang Pe
ningkatan Peranan Unit Hubungan Masyarakat Propinsi Daerah
Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Tingkat II s

8¢ Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Eamongan Nomor 2
tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekreta-
riat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat In
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
ITI Lamongan,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG
' PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 2 TAHUN 1979
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SE
KRETARTIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DE
WAN PERWAKITAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN.
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Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 ta-
hun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wi
layah/Daerah Han Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Lamongan yang disahkan dengan Surat Ke
putusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Ju
1i 1979 Nomor HK/169/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 5 September 1979 o

A+ +amhah 4 o e P b .
Hor /G tahun 1979, diubiah dan atdu dicamban gsedagal beriiucls

A, Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Pasal 6

Bagian~bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Dae
rah ini adalah :

a, Bagian Pemerintahan ;

be Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana j
c. Bagian Keuangan ;

d. Bagian Perekonomian g

e, Bagian Pembangunan ;

f. Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
ge Bagian Umum dan Protokol ;

h, Bagian Kepegawaian ;
i. Bagian Hubungan Masyarakat,
B. Bagian kedelapan diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Bagian Umum dan Protokol

- C. Pasal 47 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Pasal Lo

Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksamakan sebagaian
tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam bidang umum dan protokol.

D. Pasal 48 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 47 Peraturan
Dgerah ini, Bagian Umum dan Protokol mempunyai fungsi

a2, Melaksanakan urusan tata usaha dan Pembinaan Kearsipan

be Melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Wilayah/Daerah
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co Melaksanakan urusan dan kegiatan keamanan kedalam terhadap
personil,materiil dan informasi j

d. Melakukan urusan protokol dan perjalanan dinas s

e. Menyelenggarakan tata usaha bagian,

Pagal 53 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Pasal 53

Sub Bagian Protokol mempunyai tuges :

a., Mempersiapkan acara perjalanaﬁ dinas Pimpinan Pemerintah Da
erah ;

b. Mempersiapkan penerimaan tamu, upacara, pelantikan dan per
temuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;

ce Mengurus perjalanan dinas

d. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi
lain dibidang ke Protokolan ;

e. Menyelenggarakan urusan Protokol pada umumnya

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Ba
gian Umum dan Protokol,

Antara Bagian ke sembilan dan ke sepuluh disigipkan! Bagian ke

sepuluh baru, sehingga Bagian se sepuluh lama menjadi Bagian

ke sebelas, selanjutnya antara pasal 60 dan pasal 61 disisipkan
pasal-pasal baru yaitu pasal 61,62,63,64,65,66 (baru) sehingga

pasal 61 lama menjadi pasal 67 (baru) dan seterusnya harus di

baca sebagai berikut :

Bagian ke sepuluh

Bagian Hubungan Masyarakat
Pagal 61
Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagi
an tugas Sekretariat Wilayah/Daerah dalam kegiatan pembinaan e
ngembangan Hubungan Masyarakat untuk memantapkan pelaksanaan le
bijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang Pemerintahan dan Pem
bangunan.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 61 Peraturan Dae-
rah ini, Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

a, Melaksanakan hubungan timbal balik antara Pemerintah Daerah
dengan Lembaga-lembaga Pemerintah, Masyarakat Umum dan Orga
nisasi Sosial Politik di Daerah 3
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be Melaksanakan hubungan dengan semua satuan Organisasi dilingkungan

Pemerintah Daerah untuk memberikan pengertian dan penerangan me
ngenai kebijaksanaan dan kegiatan Pemerintah Daerah :

]

Ce Mengadakan penilaian terhadap pendapat, sikap dan kegiatan Masya-
rakat terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah

)

de Merencanakan dan melakukan kegiatan untuk memperoleh pengertian ,
keyakinan dan partisipasi Masyarakag terhadap kebijaksanaan dan
aktifitas Pemerintah Daerah ;

e. Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi pemberian, penerbitan,
penyebar luasan bahan gnformasi, data, fakta peristiwa dalam ling
kungan Pemerintah Daerah ;

f. Melaksanakan pembinaan tehnis dan hubungan fungsional dengan satu
an-satuan Organisasi, pelayanan informasi serta komunikasi dalam
lingkungan Pemerintah Daerah ;

g8« Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah, Sekre
tariag Wilayah/Daerah,

Pasal 63
Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

a, Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
be Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan
ce Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

Pasal 64
Sub Bagian Pengumpulan dan penyaringan informasi wempunyai tugas @

a, Mencari, mengumpulkan, menyaring dan menganalisa informasi Pemee
rintahan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I mau
pun Tingkat II serta dari masyarakat umum, organisasi-organisasi
noh Pemerintahan

b. Memberikan pelayanan informasi Pemerintahan untuk dipublikasikan
dan didokumentasikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Bagian
Hubungan Masyarakat j

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hubungan Masyarakat.

Pasal 65
Sub Bagian Penerangan dan Pemberitaan mempunyai tugas :

a, Melaksanakan kegiatan memberi penerangan yang dibutuhkan oleh lem
baga-lembaga Daerah dan unit-unit dilingkungan Pemerintah Dae-

rah 3
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b, Menyusun dan menyajikan berita tentang kegiatan Pemerintah Da
erah 3

ce Melakukan kegiatan pers dan media massa serta melayani masyf

rakat dan lembaga/Pemerintah Daerah yang memerlukan informasi
Pemerintahan s '

d. Mengadakan perbanyakan berita-berita yang akan disampaikan ke
pada lembaga-lembaga dalam Pemerintah Daerah, melakukan reka-
man, foto copy dan visualisasi.

Pagal 66
Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

a, Mengumpulkan bahan.bahan informasi dari Bagian-bagian dan dem
baga di lingkungan Pemerintah Daerah untuk bahan penerbitan da

lam pemberitaan

be Melakukan penyusunan bahan-bahan pemberitaan Daerah mengenai
kegiatan Pemerintah Daerah untuk didistribusikan ke unit-unit
dilingkungan Pemerintah Daerah ;

c. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dalam
bentuk foto dan dokumen serta gpenyebar luaskan dokumen foto
untuk pemberitaan ;

de Menyimpan dan memelihara alat-alat dokumentasi dari Bagian:Hu
bungan Masyarakat ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh “epala Ba

gian Hubungan Magyarakat ;

H, Pasal 66 (Lama) diubah menjadi pasal 72 (baru) dan harus di
baca sebagai berikut :

Pasal 72

Kepala Sub Bagian Pengamanan, Sandi dan Telekomunikasi dalam nen
Jjalankan tugasnya teknis operasional berada dibawah dan bertang
gungjawab kepada Sekretaris Wilayah/Daerah, sedang teknis admi-
nistrabif berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum
dan Protokol.

I. Pasal 67 (lama) diubah menjadi pasal 73 (baru) dan seterus -
nyae
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Lamongan, 11 Agustus 19084

BUPATI KEPATA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs, MOH. SAFI'*I ASARI
NIP 010052819




- : PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT LAMONGAN
NOMOR : é; TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II  LAMONGAN NOMOR:2 | TAEUN .| 1979
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  KERJA
SEKRETARTIAT WILAYAH/ DAERAH DAN  SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT IT LAMONGAN

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ITI
Lamongan Nomor 2 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Wilayah/ Daerah dan Sekretﬁriat Dewan Perwaskilan Rakyat Da
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang ditetapkan pada tang
gal 6 Januari 1979, disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juni 1979 Nomor Hk.169/79 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IT Lamongan
tahun 1979 Seri C tanggal 5 September 1979 Nomor 2/C, adalah merupa -
kan tindak lamjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1981 tentang Peningkatan Peranan Unit Humas Propinsi Daerah Tingkat I
dan Kotamadya/ Kabupaten Daerah Tingkat II Juncto Surat Kawat Menteri-
Dalam Negeri tanggal 4 September 1982 Nomor 061/6859/SJ dan Surat Edar
an Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Nopember -
1982 Nomor 061/21584/82 dan tanggal 21 Maret 1984 Nomor 489/5501/014/19 8k,

Peningkatan Peranan Unit Humas dan Sub Bagian Humas dan Proto -
kol menjadi Bagian Humas adalah untuk meningkatkan dan memantapkan hu

bungan timbal balik antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Hubungsn timbal balik dimaksud adalah untuk memberikan pengerti
an dan kejelasan kepada masyarakat akan kebijaksanaan-kebijaksanzan Pe

merintah Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunane.

Dengan adanya pengertian diharapkan timbulnya partisipasi masya
rakat dalam Pembangunan Daerah. Disamping itu adalah untuk mendapat -
kan informasi dari masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan yang di

ldksanakan oleh Pemerintah Daerah.

II. PLNJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Huruf A dan B : Cukip Jjelas



Huruf

Huruf

Huruf

Huruf

C dan D

Hdan T

..

Merupakan perubahan tugas dan fangsi Bagian
Umum, Humas dan Protokol menjadi Bagian -

Umum dan Protokol.

Merupakan perubahan tugas Sub Bagian HTumas-da

dan Protokol menjadi Sub Bagian Protokol.
Cukup Jjelas

Cukup Jelzas.
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